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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran Peradi yaitu memberikan pembekalan dan pengarahan-

pengarahan untuk advokat-advokat yang baru dilantik. Organisasi 

Profesi juga berperan dalam mengawasi Advokat sehingga Advokat 

tersebut tidak melanggar kode etik yang ada. Ketika terjadi suatu 

pelanggaran kode etik, Organisasi Profesi membentuk Majelis 

Kehormatan untuk menyelenggarakan peradilan kode etik. 

2. Kendala yang dihadapi Peradi dalam menjaga serta memelihara 

martabat dan kehormatan profesi advokat adalah masalah harkat dan 

martabat seorang advokat yaitu mental dari seorang advokat itu sendiri 

karena advokat adalah profesi mulia yang tugasnya memberikan 

bantuan hukum kepada masyarakat. Terkadang advokat itu tidak 

mengetahui tentang konsep harkat dan martabatnya sebagai penasehat 

hukum, banyak dari manusia tidak mengetahui apa itu harga diri. 

Advokat dalam hal ini sudah menjadi manusia, berhubungan dengan 

karakter sedangkan karakter atau watak seseorang itu sulit untuk 

diubah. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Agar lebih ditingkatkan lagi upaya dan pembinaan untuk para advokat 

agar dapat memberikan pengetahuan yang cukup bagi para advokat. 

Serta perlu meningkatkan adanya pertemuan-pertemuan advokat yang 

bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada 

advokat yang wujudnya berupa wadah penampung laporan, jadi ketika 

ada suatu laporan atau ada suatu pelanggaran kode etik advokat yang 

belum terlalu serius dapat dibicarakan secara baik-baik dahulu tanpa 

harus melaporkan ke Dewan Kehormatan. 

2. Sedangkan untuk mengurangi atau mencegah adanya kendala Peradi 

dalam menjaga serta memelihara martabat dan kehormatan profesi 

advokat adalah kesadaran dari dalam diri advokat masing-masing. 

Mengingat bahwa advokat merupakan profesi mulia yang bertugas 

untuk membantu masyarakat, watak dan karakter advokat tersebut 

harus dirubah atau dengan cara diberikan pengertian-pengertian 

mendasar tentang baik buruknya melakukan suatu pelanggaran kode 

etik. Bagi advokat yang melanggar kode etik dijatuhi sanksi yang 

tegas agar advokat itu menjadi jera dan tidak mengulangi hal tersebut. 
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